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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH, BLUD,

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, INFORMASI KEUANGAN DAERAH,

SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan kekayaan Daerah dan Utang

Daerah adalah sebagai berikut:

1.

Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan,
belanja, dan kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap
piutang Daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat
waktu, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyelesaian piutang Daerah yang mengakibatkan masalah perdata
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang
Daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai penghapusan piutang negara
dan daerah, kecuali mengenai piutang Daerah yang cara
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perurndang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka
memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pengelolaan BMD meliputi rangkaian kegiatan pengelolaan BMD
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bupati dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah

dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan Daerah dan

Utang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan

utang daerah.

BLUD

Ketentuan umum terkait pengelolaan BLUD adalah sebagai berikut:

1.

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Bupati

menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perbup yang

dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.

Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan

kebijakan fleksibilitas BLUD dalam pemberian kegiatan pelayanan

umum terutama pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Pelayanan kepada masyarakat meliputi:

a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;

b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi
dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau

c. pengelolaan  wilayah/kawasan tertentu  untuk  tujuan
meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.

BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

BLUD merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan yang

dikelola untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.

Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan
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teknis BLUD ditakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab
atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.

Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas
peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja
BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan
dari rencana kerja dan anggaran, APBD, serta laporan keuangan dan

kinerja Pemerintah Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pengelolaan BLUD.

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian

Daerah adalah sebagai berikut:

1.

Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain
yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah
wajib mengganti kerugian dimaksud.

Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian Daerah berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penggantian kerugian.

Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kerugian Keuangan Daerah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai pengelolaan kerugian keuangan daerah.

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

1.

PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Ketentuan umum terkait penyajian informasi Keuangan
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Daerah adalah sebagai berikut:

a.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Keuangan

Daerah dan diumumkan kepada masyarakat.

Informasi Keuangan Daerah paling sedikit memuat informasi

penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

Informasi Keuangan Daerah digunakan untuk:

1) membantu Bupati dalam menyusun anggaran Daerah dan
laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2) membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan Keuangan
Daerah;

3) membantu Bupati dalam melakukan evaluasi kinerja
Keuangan Daerah;

4) menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

5) mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

6) mendukung penyelenggaraan sistem informasi Keuangan
Daerah; dan

7) melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan Daerah harus mudah diakses oleh

masyarakat dan wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

Bupati yang tidak mengumumkan informasi Keuangan Daerah

dikenai sanksi administrative sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum terkait penerapan sistem pemerintahan

berbasis elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagai berikut:

a.

Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan
sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
menuntut perubahan paradigma dari yang sebelumnya

berorientasi alur dokumen menjadi aliran data dan informasi



E.

- 253 -

secara elektronik. Hal ini berimplikasi pada hal-hal sebagai

berikut:

1) Otorisasi yang sah pada setiap tahapan dapat dilakukan
secara elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang
andal pada setiap pejabat pengelola keuangan sebagai
pengguna yang unik.

2) Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen,
dapat disampaikan secara elektronik melalui tampilan (user
interface) dalam sistem yang memadai.

3) Integrasi antarsistem yang memungkinkan transfer data
dan informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus

disertai hal-hal sebagai berikut:

1) pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan
budaya digital di semua lapisan pengelola Keuangan
Daerah; dan

2) pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai
acuan penyusunan petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, pengembangan sistem informasi, audit,

pengawasan, dan evaluasi.

2. KONSOLIDASI STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

Pemerintah Daerah melakukan penyusunan laporan statistik

keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan BAS statistik keuangan

pemerintah, yang terdiri atas:

a.
b.

laporan operasional (statement of operations);

laporan arus ekonomi lainnya (statement of other economic
Sflows);

neraca (balance sheet);

laporan sumber dan penggunaan kas; dan

indikator fiskal dalam kerangka statistik keuangan Pemerintah.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan
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kebutuhan setempat dengan tetap mentaati peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus

menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang

efektif, efisien, dan transparan.

Ketentuan umum pembinaan dan pengawasan sebagai berikut:

1.

Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
dilaksanakan oleh Bupati.

Pembinaan dilakukan dalam Dbentuk fasilitasi, konsultansi,
pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja
pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi
kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola
keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Evaluasi ini juga melihat proses Pengelolaan Keuangan daerah
di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah
yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja dimaksud,
sebagai berikut:

a. Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan
melalui pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi,
wawancara mendalam, dan/atau penelaahan dokumen.

b. Evaluasi kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara
menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia,
infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi Kinerja
pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi Kinerja
pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, termasuk penentuan
kriteria dan indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis
tersendiri.

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis,

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati wajib
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menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan
secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas
Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara
terintegrasi paling sedikit meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja

Pemerintah Daerah;

b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
C. penyusunan anggaran;
d. pengelolaan Pendapatan Daerah;

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;

f.  akuntansi dan pelaporan; dan

g. pengadaan barang dan jasa.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi
Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Penerapan satu data di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah wajib
mempedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan, Keuangan Daerah dan informasi pemerintahan

lainnya.

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR
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